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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan oleh Praktikan di Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama 45 hari kerja terhitung dari 

tanggal 15 Juli – 13 September 2019. Kegiatan PKL ini merupakan salah satu 

syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar ekonomi di Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. Praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan 

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan 

dengan bidang keuangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan Praktikan selama 

PKL adalah merekap data transaksi persediaan satuan kerja dilingkungan DJBC 

per 30 Juni 2019 (141 satker), membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

untuk Persediaan, administrasi korespondensi ke dalam website DJBC dan 

pendistribusian dokumen. Dalam melaksanakan tugasnya Praktikan 

mengaplikasikan dan mendapatkan ilmu baru mengenai akuntansi pemerintahan 

di DJBC. Berbagai kendala dan kesulitan dialami Praktikan, namun bisa diatasi 

dengan baik oleh Praktikan. 

Kata kunci: Akuntansi, Praktek Kerja Lapangan, Catatan atas Laporan 

Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Pengangguran menjadi masalah utama yang dialami oleh seluruh 

negara, termasuk Indonesia. Keahlian yang tidak memadai dan mental yang 

tidak kuat menjadi faktor meningkatnya pengangguran. Per Agustus 2018 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tercatat hanya sebesar 

5,34% jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan posisi per Agustus 2005 

yaitu 11,24%. Namun, bila dibandingkan dengan negara-negara Asia 

Tenggara, tingkat pengangguran Indonesia per Agustus 2018 tersebut 

merupakan yang paling besar, sehingga mencerminkan kondisi pasar tenaga 

kerja Indonesia yang masih terbelakang. Untuk menurunkan tingkat 

pengangguran tersebut, masyarakat Indonesia perlu lebih kreatif dan 

berinisiatif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk bisa 

bersaing ketat secara global dengan lulusan baru (fresh graduate) dalam 

mencari lapangan pekerjaan. 

Kemajuan teknologi juga menuntut masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas dan skill yang dimilikinya. Masyarakat harus bisa menguasai dan 

beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini sehingga 

tidak gagap teknologi, terlebih terhadap perusahaan-perusahaan start up yang 
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mengembangkan teknologi aplikasi yang memudahkan masyarakat. Jika 

masyarakat tidak bisa menguasai teknologi, maka masyarakat yang nantinya 

dikuasai oleh teknologi. Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa 

tidak hanya sebatas mempelajari seluk-beluk suatu perusahaan, tetapi juga 

mempelajari teknologi yang digunakan perusahaan dalam pengoperasiannya 

sehingga mahasiswa bisa mempelajari lebih dalam bagaimana sistem tersebut 

bekerja. Maka dari itu, selain perlu belajar secara teori melalui pendidikan, 

mahasiswa juga memerlukan praktik dengan terjun secara langsung dan 

melihat seperti apa dunia kerja sebenarnya dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu 

yang telah didapatkan dari pendidikan. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

adalah salah satu alternatif yang bisa diterapkan untuk mendapatkan praktik 

secara langsung di instansi atau perusahaan yang diinginkan sehingga bisa 

merasakan pengalaman di dunia kerja. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi salah satu mata 

kuliah wajib bagi mahasiswa dan prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan ini 

berlangsung minimal 40 hari kerja yang dilakukan pada 

perusahaan/lembaga/institusi pilihan mahasiswa sekaligus mengembangkan 

minat mahasiswa sesuai bidangnya. 

Berdasarkan hal tersebut, Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama 45 hari 

kerja. Praktikan tertarik untuk mempelajari akuntansi pemerintahan sehingga 

praktikan memilih untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor 
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Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar praktikan dapat mempelajari 

lebih dalam mengenai akuntansi pemerintah. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Maksud dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan, antara lain: 

1. Melaksanakan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang berjumlah 2 SKS 

dan memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada program studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 

2. Mempelajari secara langsung akuntansi di instansi pemerintahan 

khususnya di Bea Cukai, 

3. Memberikan gambaran nyata dunia kerja, 

4. Meningkatkan kualitas dan daya saing mahasiswa agar menjadi lulusan 

yang siap dalam menghadapi dunia kerja. 

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan, antara lain: 

1. Mendapatkan pembelajaran mengenai proses akuntansi pemerintahan, 

2. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan akuntansi 

pada lembaga pemerintahan, 

3. Menerapkan teori dan ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan 

pada dunia kerja, 

4. Melatih kemandirian, kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja.  
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berguna bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain: 

1. Bagi Praktikan; 

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 

b. Mempelajari lebih jelas mengenai tugas pokok dan fungsi dari 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,  

c. Melatih kemampuan dalam penerapan teori-teori yang dipelajari 

selama perkuliahan di lingkungan kerja, 

d. Mendapatkan pengalaman kerja sebagai pengukur kemampuan 

Praktikan dalam bidang Akuntansi, 

e. Menambah pengetahuan dalam bidang Akuntansi Pemerintahan, 

f. Melatih sikap kedisiplinan, tanggung jawab serta ketanggapan dalam 

menghadapi masalah yang dihadapi dalam lingkungan kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

a. Mengetahui kompetensi dan kemampuan mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja, 

b. Sebagai bahan evaluasi dalam penyesuaian kurikulum akademis 

terhadap tuntutan dunia kerja, 

c. Sebagai bahan evaluasi fakultas guna meningkatkan akreditas jurusan 

dan universitas, 

d. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. 
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3. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

a. Sebagai bantuan tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan harian di 

instansi tempat Praktik Kerja Lapangan yang bersangkutan, 

b. Menjalin hubungan yang baik antara instansi pemerintah dengan 

perguruan tinggi sehingga dapat merekrut mahasiswa dengan kualitas 

yang baik, 

c. Mendapatkan sumbangan pemikiran dan ide baru bagi instansi yang 

berguna untuk meningkatkan kualitas instansi yang bersangkutan, 

d. Bentuk evaluasi bagi instansi agar bisa meningkatkan kinerja instansi 

menjadi lebih baik. 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Berikut ini informasi mengenai 

tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 

Nama Kantor  : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 

Keuangan 

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)–Rawamangun, Jakarta 

Timur 13230  

Telepon  : (021) 4890308 

Website  : www.beacukai.go.id 

Email  : info@customs.go.id   

http://www.beacukai.go.id/
mailto:info@customs.go.id
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Instansi pemerintah ini dipilih sebagai tempat pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan, karena selain tempatnya yang strategis, kantor ini juga sesuai 

dengan bidang yang ditekuni yaitu akuntansi dan tempat yang tepat untuk 

memahami lebih dalam mengenai Akuntansi Pemerintahan khususnya untuk 

bea dan cukai. Praktikan di tempatkan pada Bagian Keuangan, Subbagian 

Akuntansi dan Pelaporan. 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019 

sampai dengan 13 September 2019 bertempat di Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. Berikut adalah rincian tahap pelaksanaan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

Praktikan mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk 

mengajukan permohonan pelaksanaan PKL, seperti surat permohonan 

pelaksanaan PKL, proposal PKL serta Curriculum Vitae (CV). Surat 

permohonan pelaksanaan PKL diurus di Biro Administrasi Akademik 

dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan untuk Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai (DJBC). Setelah surat permohonan dibuat, Praktikan segera 

memberikan surat permohonan PKL ke DJBC pada bulan Mei, dan 

mendapatkan surat balasan yang menyatakan perizinan untuk melakukan 

Praktik Kerja Lapangan pada 15 Juli 2019. 

2. Tahap Pelaksanaan 
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Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai pada 15 Juli 2019 sampai dengan 13 September 

2019. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan setiap hari Senin 

sampai dengan hari Jumat dengan jam kerja mulai dari pukul 08.00 

sampai dengan 17.00 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

Setelah Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, 

Praktikan diharuskan untuk membuat laporan atas apa yang telah 

dikerjakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembuatan laporan ini 

menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan 

membuat laporan ini sesuai dengan buku pedoman yang telah disediakan 

oleh Fakultas Ekonomi dan sesuai petunjuk yang diberikan oleh dosen 

pembimbing. Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini dimulai 

sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan laporan hasil kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan selesai. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM KANTOR PUSAT DIREKTORAT 

JENDERAL BEA DAN CUKAI 

 
 
 
 

A. Sejarah Perusahaan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unit eselon I 

yang dipimpin oleh Direktur Jenderal di bawah Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia. Saat ini DJBC memiliki 16 kantor wilayah. CUSTOMS 

(Instansi Kepabeanan) hampir dimiliki semua negara, karena merupakan 

organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian 

pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan cukai yang merupakan instansi 

kepabeanan Indonesia yang memiliki peran penting pada negara Indonesia. 

Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan ataupun angkatan bersenjata, yang 

eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. 

Di Indonesia, Bea Cukai ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun 

belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Saat Vereenigde Oostindische 

Compagnie (VOC) datang ke Batavia dan mulai perdagangan, barulah Bea 

Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Nama resmi Bea Cukai pada 

masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten 
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en Accijnzen (I. U & A) yang jika diterjemahkan berarti “Dinas Bea Impor dan 

Ekspor serta Cukai). Tugas lembaga tersebut adalah memungut bea 

impor/masuk, bea ekspor/keluar dan cukai. Kata “Bea” berasal dari bahasa 

sansekerta, serta “Cukai” berasal dari bahasa India yang memunculkan istilah 

Bea dan Cukai di Indonesia. 

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 

1 Oktober 1946 dengan nama Penjabatan Bea dan Cukai. R.A Kartadjoemena 

merupakan Kepala Penjabatan Bea dan Cukai pertama yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara. 1 Oktober 1946 merupakan 

tanggal yang tepat untuk menjadi hari lahir Bea Cukai Indonesia. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Penjabatan Bea Cukai 

berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. 

Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai (DJBC). 

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, 

DJBC memiliki visi dan misi. Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 

“Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”. Visi DJBC 

ini mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui 

penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di 

masa depan. Sedangkan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri; 
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2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari 

penyelundupan dan perdagangan ilegal; 

3. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No: 52/KMK.05/1996 

tanggal 29 Januari 1996, logo atau lambang dari Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai adalah seperti berikut. Logo atau lambang DJBC ini memiliki 4 lukisan 

yang memiliki makna tersendiri, yaitu: 

 

Gambar II.1: Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Sumber: http://www.beacukai.go.id 

1. Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya; 

Segi lima melambangkan negara RI yang berdasarkan Pancasila, 

kemudian laut, gunung dan angkasa melambangkan daerah pabean 

http://www.beacukai.go.id/
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Indonesia yang merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang 

Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 

2. Tongkat dengan ulir sejumlah 8 di bagian bawahnya; 

Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional RI 

dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin. 

3. Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar; 

Sayap melambangkan Hari Keuangan RI 30 Oktober dan 

melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok 

Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. 

4. Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran. 

Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas 

Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. 

B. Struktur Organisasi 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai. DJBC memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan 

hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan 

dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJBC 

memiliki 7 fungsi, yaitu: 

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan 

pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan 

cukai; 
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2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan 

pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan 

cukai; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penegakan 

hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di 

bidang kepabeanan dan cukai; 

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum, 

pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang 

kepabeanan dan cukai; 

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan 

hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di 

bidang kepabeanan dan cukai; 

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 234/PMK.01/2015, 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: Bagian Organisasi 

dan Tata Laksana, Bagian Administrasi Kepegawaian, Bagian 
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Pengembangan Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Pengelolaan 

Barang Milik Negara, Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Direktorat Teknis Kepabeanan; 

Direktorat Teknis Kepabeanan memiliki tugas melaksanakan 

penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan 

bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor, 

identifikasi dan klarifikasi barang, profil komoditi, tarif bea masuk, nilai 

pabean dan data harga. 

3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan; 

Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang fasilitas 

kepabeanan. 

4. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai; 

Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang cukai. 

5. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga; 

Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga 

mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, melakukan harmonisasi 

dan evaluasi, serta memberikan bimbingan teknis kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang kerja sama internasional terutama terkait 

kepabeanan, cukai dan kerja sama perdagangan, sebagaimana di atur di 

dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan 
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asal barang (Rules of Origin), serta melakukan pembinaan dan koordinasi 

terhadap pejabat yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar negeri, 

hubungan media, penyuluhan dan layanan informasi, serta publikasi dan 

dokumentasi kepabeanan dan cukai. 

6. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan; 

Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan mempunyai tugas 

menyiapakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, 

dan evaluasi pelaksanaan di bidang penelitian atas keberatan terhadap 

penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, penelaahan, evaluasi dan 

rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan 

dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, dan 

peraturan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan. 

7. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai; 

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, 

evaluasi dan pelaksanaan di bidang teknologi informasi. 

8. Direktorat Kepatuhan Internal; 

Direktorat Kepatuhan Internal mempunyai tugas merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan 

kepatuhan internal. 

9. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai; 
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Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang audit kepabeanan dan cukai. 

10. Direktorat Penindakan dan Penyidikan; 

Direktorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai. 

11. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. 

Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis mempunyai 

tugas menyiapkan penyusunan rencana strategis, perancangan, 

pelaksanaan uji coba rancang bangun, serta evaluasi implementasi 

penerimaan, penagihan, proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, 

dan manajemen risiko serta transformasi kelembagaan. 

Bagian Keuangan termasuk ke dalam bagian dari Sekretariat 

Direktorat Jenderal yang merupakan unit yang membantu pelaksanaan tugas 

Sekretariat Direktorat Jenderal. Bagian Keuangan memiliki 4 subbagian yang 

diatur dalam PMK RI No. 234/PMK.01/2015, yaitu:  

1. Subbagian Penyusunan Anggaran; 

Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan dan penyusunan alokasi anggaran pada unit eselon I 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan memperhatikan rencana kerja 

dan rencana strategis dan melakukan pemrosesan usulan revisi anggaran 
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dalam satu keluaran atau antar keluaran maupun dalam satu kegiatan atau 

antar kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan divisi. 

2. Subbagian Perbendaharaan; 

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan 

perbendaharaan direktorat jenderal dan penerbitan surat perintah 

pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan  

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 

akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Praktikan bertugas dalam Subbagian 

Akuntansi dan Pelaporan yang dibimbing staf Subbagian Akuntansi dan 

Pelaporan, berikut tugas, pokok dan fungsi dari Subbagian Akuntansi dan 

Pelaporan: 

1) Monitoring;  

2) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan 

Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kantor 

Pusat DJBC dan Perwakilan Luar Negeri; 

3) Menyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) DJBC; 

4) Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); 

5) Bertanggung jawab terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK RI;  
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6) Rekonsiliasi Eksternal UAKPA Kantor Pusat DJBC dan Perwakilan 

Luar Negeri dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN). 

4. Subbagian Gaji. 

Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji dan 

tunjangan pegawai. 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia adalah 

organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara, demikian 

pula Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu instansi yang memiliki 

peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya 

untuk: 

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya; 

2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak 

sehat dengan industri sejenis dari luar negeri; 

3. Memberantas penyelundupan; 

4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan 

dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara; 

5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal 

untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. 

Tugas dan fungsi DJBC berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan 

negara, antara lain memungut bea masuk berikut Pajak dalam Rangka Impor 
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(PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan Cukai. Diketahui 

bahwa pemasukan terbesar ke dalam kas negara adalah dari sektor pajakdan 

termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. 

Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor 

dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil 

alkohol, dan peredaran rokokatau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. 

Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai 

fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan 

pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. 

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada 

konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Obyek cukai pada saat 

ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dan sebagainya), Etil Alkohol, 

dan Minuman mengandung etil alkohol/minuman keras. Sisi lain dari 

pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang 

yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dan lain-lain) dan juga 

kesehatan (rokok, minuman keras dan lain-lain). Tujuan lainnya adalah 

perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, 

limbah dan lain-lain) serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-

barang mewah dan sebagainya. 

Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea 

masuk dan pajak dalam rangka impor. Terdapat juga bea keluar untuk ekspor, 

khususnya untuk barang/komoditi tertentu. Filosofi pemungutan bea masuk 

adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Etil_alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Etil_alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bea_masuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Bea_masuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Impor
https://id.wikipedia.org/wiki/Filosofi
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
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negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff 

barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut 

oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada 

umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam 

negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa 

pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor. 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tariff_barier&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tariff_barier&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Persen
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor
https://id.wikipedia.org/wiki/Insentif
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Restitusi_pajak&action=edit&redlink=1
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PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 
 
 
 

A. Bidang Kerja 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama 45 hari kerja, yang dimulai 

pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 13 September 2019. Praktikan 

ditempatkan pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan yang dipimpin oleh 

Bapak M. Haifan. Selama menjalankan kegiatan PKL, Praktikan dibimbing 

oleh Ibu Niken Safitri dan Ibu Debura Nila Anggraini selaku Staf Subbagian 

Akuntansi dan Pelaporan. Adapun tugas yang diberikan kepada Praktikan 

selama melaksanakan PKL, sebagai berikut: 

1. Merekap data transaksi persediaan satuan kerja dilingkungan DJBC per 30 

Juni 2019 (141 satker); 

2. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk Persediaan; 

3. Mencari nilai penyesuaian pada transaksi persediaan untuk CaLK; 

4. Administrasi korespondensi ke dalam website DJBC. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Praktikan diberikan penjelasan 

mengenai software akuntansi yang digunakan DJBC yaitu aplikasi SAKTI 

(Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), aplikasi tersebut sudah bisa 

menghubungkan data seluruh satuan kerja DJBC di Indonesia sehingga 
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memudahkan pekerjaan Subbaggian Akuntansi dan Pelaporan yang baru 

digunakan pada awal tahun 2018. SAKTI merupakan aplikasi yang dibuat 

guna mendukung pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

(SPAN) pada tingkat Instansi dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, 

pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger, dan pelaporan, 

dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. Maka aplikasi 

SAKTI memiliki 7 modul didalamnya, yaitu Modul Anggaran, Modul 

Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul 

Aset, dan Modul GLP (General Ledger dan Pelaporan). 

Aplikasi lainnya yang digunakan oleh DJBC yaitu e-Rekon & LK 

(Elektronik Rekonsiliasi dan Laporan Konsolidasi) melalui web http://e-rekon-

lk.djpbn.kemenkeu.go.id. e-Rekon & LK merupakan aplikasi yang digunakan 

untuk mengkonsolidasi data Laporan Keuangan seluruh UAKPA dilingkungan 

DJBC dan rekonsiliasi antara UAKPA dilingkungan DJBC dengan data 

KPPN-DJPb (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara - Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan), dimana data tersebut digunakan untuk penyusunan Laporan 

Keuangan tingkat wilayah sampai dengan tingkat kementerian/Lembaga. 

B. Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, Praktikan dibimbing oleh Ibu Niken dan Ibu Nila 

selama mengerjakan tugas yang diberikan. Sebelumnya pada hari Rabu, 10 

Juli 2019, Praktikan datang ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai untuk menemui Pak Gustfri selaku staf Kepala Bagian Keuangan untuk 

http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/login
http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/login
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diberikan arahan mengenai akuntansi pemerintahan pada Kantor Pusat DJBC, 

sekaligus diperkenalkan ke Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 

Pada hari pertama, Praktikan sempat membantu bagian administrasi 

terlebih dahulu dan persiapan acara Workshop Verifikasi Laporan Keuangan 

yang diadakan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. Selanjutnya, Praktikan 

diberikan penjelasan mengenai software akuntansi yang digunakan DJBC 

yaitu aplikasi SAKTI dan e-Rekon & LK. 

Untuk mempelajari aplikasi SAKTI dan e-Rekon & LK secara 

mendalam, Praktikan diberikan tugas-tugas sebagai berikut: 

1. Merekap Data Persediaan Satuan Kerja DJBC; 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 

2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 

pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Data persediaan 

seluruh satuan kerja DJBC ini perlu diinput kembali sebagai dokumen 

pendukung dalam pembuatan CaLK persediaan. 

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 5 

tentang akuntansi persediaan, persediaan memiliki definisi sebagai berikut: 

a. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan 

operasional pemerintah. 

b. Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. 
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c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat. 

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 

Selama melakukan penginputan, Praktikan dibimbing oleh Bu Nila 

dan Praktikan juga diberikan izin untuk menggunakan aplikasi SAKTI 

dengan password dan username satuan kerja DJBC yang diberikan Bu 

Nila. Berikut adalah penjelasan untuk perekapan data persediaan yang 

Praktikan lakukan, sebagai berikut: 

a. Mengunduh Data Persediaan Satuan Kerja DJBC 

Berikut langkah-langkah Praktikan dalam mengunduh data 

persediaan satuan kerja DJBC seperti yang ditampilkan pada 

lampiran 9, sebagai berikut: 

1) Praktikan terlebih dahulu membuka aplikasi SAKTI dan login 

dengan nama pengguna dan kata sandi masing-masing satuan kerja 

melalui Modul Persediaan yang merupakan modul yang 

dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang persediaan di 

tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu 

(UAPKPB); 

2) Setelah berhasil login, terdapat beberapa menu pilihan di bagian 

kiri. Praktikan memilih menu Pelaporan; 
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3) Setelah itu, Praktikan memilih menu Cetak Laporan Transaksi 

Persediaan dan keluar tampilan dari menu Cetak Laporan Transaksi 

Persediaan; 

4) Terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Klik UAKPB dan 

tanggal 01-01-2019 s/d 30-06-2019;  

5) Pilih cetak dan save as PDF. 

b. Menginput Nilai Persediaan 

Berikut langkah-langkah Praktikan dalam menginput nilai 

persediaan, sebagai berikut: 

1) Praktikan membuka file excel “Mutasi Persediaan” yang berguna 

sebagai informasi pendukung dalam membuat CaLK persediaan 

secara rinci; 

2) Keluar tampilan dari file excel tersebut yang formatnya telah dibuat 

staf sebelumnya, seperti dalam lampiran 10; 

3) Praktikan menginput kode satuan kerja, kode transaksi persediaan, 

kode akun dan nilai persediaan dari setiap file persediaan seluruh 

satuan kerja DJBC yang telah diunduh sebelumnya. 

Berikut kode nama transaksi dan akun persediaan yang diinput:  

Tabel III.1 Kode dan Nama Transaksi Persediaan 

 Sumber: Data diolah oleh Praktikan 

Kode Transaksi Nama Transaksi 

M01 Saldo Awal 

M02 Pembelian 

M03 Transfer Masuk 

M06 Perolehan Lainnya 

M10 Reklasifikasi Masuk 

M11 Reklasifikasi Dari Aset 
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M13 Transfer Masuk Online 

M98 Koreksi Nilai Tambah 

M99 Koreksi Kuantitas Tambah 

K01 Habis Pakai 

K02 Transfer Keluar 

K10 Reklasifikasi Keluar 

K13 Transfer Keluar Online 

K98 Koreksi Nilai Kurang 

K99 Koreksi Kuantitas Kurang 

Tabel III.2 Kode dan Nama Akun Persediaan 

Sumber: Data diolah oleh Praktikan 

Kode Akun Nama Akun 

117111 Barang Konsumsi 

117112 Amunisi 

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 

117114 Suku Cadang 

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 

117128 Barang Persediaan Lainnya untuk 

Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 

117131 Bahan Baku 

117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial 

117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-

jaga 

117199 Persediaan Lainnya 

2. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk Persediaan 

Untuk mempelajari aplikasi SAKTI secara mendalam, Praktikan 

diberi tugas oleh Bu Nila selaku pembimbing dalam membuat Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK). Sebelumnya, Praktikan diajarkan sekilas 

tentang aplikasi SAKTI oleh Bu Nila dan Pak Pelba. Praktikan juga 

diberikan izin untuk mengakses aplikasi tersebut menggunakan username 

dan password admin, operator persediaan dan operator GLP (General 

Ledger dan Pelaporan) satuan kerja DJBC yang diberikan oleh staf. 
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CaLK yang Praktikan kerjakan adalah bagian persediaan pada 

penjelasan atas pos-pos neraca. Selama pengerjaan CaLK, Praktikan 

bertanya kepada pembimbing jika memiliki kesulitan dalam pengerjaan. 

Setelah CaLK telah dibuat oleh Praktikan, Praktikan memberikan CaLK 

tersebut kepada pembimbing untuk direview bersama, untuk melihat jika 

terdapat kesalahan pada CaLK yang dibuat. 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari salah satu 

tahap pengungkapan dalam akuntansi. Berdasarkan Ikatan Akuntan 

Indonesia dalam PSAK No.1 Revisi 2013 mengenai Penyajian Laporan 

Keuangan yaitu Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan: 

a. Informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi,  

b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan Saldo Anggaran Lebih 

(SAL) yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan 

keuangan, 

c. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manaupn dalam 

laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami 

laporan keuangan. 

Laporan keuangan saja tidak cukup dalam memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan. Instansi perlu mengetahui informasi tambahan 

yang dikehendaki bersifat dekriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi. 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dibuat di DJBC merupakan 
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salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang 

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional 

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. CaLK meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dan interpretasi dari angka-angka yang tertera dalam LRA, LO, 

LPE, dan Neraca yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat 

dibandingkan dan dipahami oleh pembaca secara luas. 

CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan 

dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Berikut langkah-

langkah dalam pengerjaannya: 

a. Mendefinisikan Seluruh Akun dan Transaksi Secara Detail 

Setiap akun dan transaksi yang terjadi pada DJBC dalam 

pembuatan CaLK perlu didefinisikan secara jelas dan detail, agar 

pembaca CaLK bisa mengerti maksud dari informasi yang tertera pada 

CaLK, karena pembaca CaLK merupakan pihak eksternal yang 

kurang mengetahui tentang kegiatan, tugas pokok dan fungsi DJBC. 

Berikut definisi akun yang Praktikan buat CaLKnya: 

1) Barang konsumsi adalah akun yang digunakan untuk mencatat 

persediaan bahan untuk kegiatan operasional satker berupa 



28 
 
 

 
 

Barang Konsumsi sesuai dengan peraturan yang mengatur 

mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara 

(BMN), seperti ATK, materai, segel, bahan pakaian dinas, Bahan 

Bakar Minyak untuk Kapal Patroli, dan persediaan lainnya yang 

digunakan untuk keperluan sehari-hari perkantoran. 

2) Amunisi merupakan akun persediaan yang digunakan untuk 

mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Amunisi 

sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan 

dan Kodefikasi BMN. Adapun kelompok barang yang tergolong 

dalam akun amunisi adalah Anfo, Detonator, Dinamit, Gelatine, 

Sumbu Ledak/Api, Amunisi, dan Bahan Peledak Lainnya. 

3) Bahan Baku merupakan transaksi untuk mencatat persediaan 

bahan untuk proses produksi berupa bahan baku sesuai dengan 

peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi 

BMN. 

4) Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial merupakan akun untuk 

mencatat persediaan berupa barang yang digunakan dalam rangka 

Bantuan Sosial. 

5) Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga merupakan akun 

untuk mencatat persediaan bahan lainnya berupa persediaan 

strategis/berjaga-jaga.   

6) Persediaan Lainnya merupakan akun untuk mencatat persediaan 

lain yang tidak terdapat dalam kategori-kategori sebelumnya 
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seperti obat-obatan dan komponen lain yang terkait dengan kapal 

patroli. 

Namun untuk akun Bahan Baku, Persediaan dalam Rangka 

Bantuan Sosial dan Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 

tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dari DJBC sehingga akun-akun 

ini tidak boleh memiliki saldo. Maka, barang persediaan yang 

mengalami kesalahan dalam input kode barang kedalam akun ini 

perlu direklasifikasi. Berikut definisi transaksi yang Praktikan buat 

CaLKnya:  

1) Koreksi saldo awal merupakan transaksi yang digunakan untuk 

melakukan koreksi pada nilai saldo awal. 

2) Pembelian merupakan transaksi yang digunakan jika terdapat 

pembelian barang persediaan. 

3) Transfer masuk dan transfer keluar merupakan transfer yang 

dilakukan secara manual sebelum diterapkannya Transfer Keluar 

Transfer Masuk online. 

4) Perolehan lainnya merupakan transaksi yang digunakan untuk 

merekam data persediaan tahun anggaran berjalan yang tidak 

berasal dari Saldo Awal, Pembelian APBN, Transfer Masuk, 

Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi dari Aset. 

5) Reklasifikasi masuk merupakan transaksi tambah yang digunakan 

untuk melakukan koreksi pencatatan atas kesalahan pencatatan 

kode barang. 
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6) Reklasifikasi keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk 

melakukan koreksi pencatatan kurang persediaan terkait dengan 

kesalahan pencatatan kode barang. 

7) Reklasifikasi dari Aset merupakan transaksi yang digunakan 

untuk mencatat perubahan kode barang aset tetap menjadi 

persediaan. 

8) Transfer masuk dan keluar online merupakan transaksi transfer 

masuk dan keluar persediaan antar satker yang menggunakan 

aplikasi SAKTI. 

9) Habis pakai merupakan transaksi yang mencatat pengeluaran 

persediaan karena adanya pemakaian. 

10) Koreksi nilai tambah dan kurang merupakan transaksi yang 

digunakan untuk melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan 

harga satuan barang sehingga koreksi ini hanya berdampak pada 

perubahan harga barang satuan tanpa merubah jumlah kuantitas 

barang. 

11) Koreksi kuantitas tambah dan kurang merupakan koreksi yang 

digunakan untuk melakukan koreksi atas kuantitas barang yang 

mengalami kesalahan pencatatan sehingga yang mengalami 

perubahan hanya kuantitas saja tanpa mengubah harga satuan. 

b. Membandingkan Data di e-Rekon & LK dengan Data di Aplikasi 

SAKTI  
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Setelah mendefinisikan seluruh akun dan transaksi secara 

detail, Praktikan perlu membandingkan data yang didapat dari e-

Rekon & LK dengan data dari aplikasi SAKTI. Data yang dimaksud 

merupakan nilai persediaan pada setiap satuan kerja. Nilai persediaan 

dari kedua data tersebut perlu dipastikan sama. Berikut langkah-

langkah yang Praktikan lakukan dalam membandingkan data di e-

Rekon & LK, sebagai berikut:  

1) Praktikan melihat data melalui aplikasi SAKTI dengan mengecek 

data pada modul GLP yang merupakan modul yang memuat 

keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan 

yang digunakan Praktikan untuk melihat setiap jurnal yang telah 

diproses pada aplikasi; 

2) Setelah berhasil login aplikasi SAKTI dengan menggunakan admin 

GLP, Praktikan membuka menu GLP, lalu membuka menu 

Monitoring Jurnal; 

3) Pada kolom Modul, pilih PER-Persediaan, kolom Kelompok Jurnal 

pilih PER 02-Perolehan Metode Perpetual, keluar tampilan seluruh 

transaksi persediaan dengan metode perpetual, seperti pada 

lampiran 14. Dalam menu Monitoring Jurnal juga dapat mencari 

data jurnal berdasarkan jenis dan nomor dokumen; 

4) Melihat data persediaan juga bisa dilakukan dengan login melalui 

operator persediaan. Melalui akun operator persediaan, rincian 

barang persediaan bisa dilihat per transaksinya, namun tidak bisa 
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dilihat sesuai dengan kode akun barang yang diinginkan, seperti 

pada lampiran 15; 

5) Setelah itu, data tersebut dibandingkan dengan data yang telah 

diunduh melalui e-Rekon&LK pada lampiran 17, untuk dilihat 

bahwa kedua data tersebut sudah sama nilainya. 

c. Membuat Tabel Rincian Barang Persediaan pada Transaksi yang 

Bersangkutan 

Tabel yang dimaksud merupakan tabel rincian barang 

persediaan seperti pada lampiran 16 yang berguna untuk 

memperlihatkan seluruh jenis barang persediaan sehingga 

mencerminkan nilai persediaan yang sesuai dengan data dari e-Rekon 

& LK termasuk dengan nilai pendapatan dan beban penyesuaian pada 

nilai persediaan satuan kerja yang bersangkutan. Berikut langkah-

langkah yang Praktikan lakukan membuat tabel rincian barang 

persediaan, sebagai berikut: 

1) Praktikan membuat tabel seperti pada Lampiran 16 yang berisikan 

nama satuan kerja, nama barang, satuan, kuantitas, harga satuan 

dan nilai barang. 

2) Tabel tersebut diisi dengan data yang didapat dari e-Rekon & LK 

dan Praktikan menjelaskan dan merincikan nilai setiap barang 

persediaan dalam bentuk tabel.  
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3) Lalu Praktikan menjelaskan bagaimana transaksi barang tersebut 

bisa terjadi, sehingga CaLK yang dibuat memiliki informasi yang 

jelas dan detail. 

d. Melihat Transaksi Transfer Masuk dan Keluar Manual 

Untuk melihat transaksi transfer masuk dan keluar secara 

manual satuan kerja yang bersangkutan, Praktikan melihat data yang 

diperlukan melalui e-Rekon & LK untuk dilihat tujuan dan 

diterimanya barang persediaan yang ditransfer oleh satuan kerja 

DJBC, namun untuk rincian barang tetap melalui aplikasi SAKTI. 

Untuk mengakses data yang ada pada e-Rekon & LK, Praktikan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Praktikan melakukan login dengan menggunakan Nomor Identitas 

Pegawai Negeri Sipil (NIP) dan password staf;  

2) Setelah berhasil login dan muncul tampilan, seperti pada lampiran 

12, lalu pilih menu Monitoring Lainnya dan pilih menu Transfer 

Keluar/Masuk, sehingga keluar tampilan seperti pada lampiran 13. 

3. Mencari Nilai Penyesuaian pada Transaksi Persediaan untuk CaLK 

Setelah membuat tabel rincian barang persediaan, terdapat 

beberapa transaksi yang nilainya belum sama dengan data yang didapat di 

e-Rekon & LK. Hal itu terjadi karena terdapat penyesuaian pada nilai 

barang persediaan tersebut. Maka, Praktikan perlu melihat lebih detail dan 

mencari nilai penyesuaian tersebut di aplikasi SAKTI. Biasanya dalam 
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aplikasi SAKTI, penyesuaian tersebut ditunjukkan dengan adanya jurnal 

seperti berikut: 

Tabel III.3 Contoh Jurnal Penyesuaian pada SAKTI 

Sumber: Data diolah oleh Praktikan 

Kode Akun Nama Akun Debit Kredit 

117111 Barang Konsumsi 451000 0 

491511 Pendapatan Penyesuaian 

Nilai Persediaan 

0 451000 

593311 Beban Penyesuaian Nilai 

Persediaan 

66000 0 

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 0 66000 

Jurnal yang terdapat pada tabel diatas merupakan contoh jurnal 

transaksi yang biasanya terjadi pada barang persediaan. Dengan adanya 

jurnal tersebut, maka barang persediaan mengalami penyesuaian, sehingga 

perlu dicantumkan dalam tabel rincian barang persediaan yang berikutnya 

akan diolah dan disertakan dalam CaLK. Berikut langkah-langkah yang 

Praktikan lakukan dalam mencari nilai penyesuaian, sebagai berikut:  

a. Jika nilai total salah satu akun persediaan tidak sesuai dengan data e-

Rekon&LK, maka hal itu kemungkinan besar terjadi karena adanya 

penyesuaian pada nilai persediaan, jurnal penyesuaian bisa dilihat 

dengan mencari dokumen transaksi persediaan yang bersangkutan, 

seperti pada lampiran 14;  

b. Setelah dokumen yang dicari sudah didapat, perhatikan pada jurnal-

jurnal yang tampil pada Daftar Jurnal, jika terdapat jurnal 

penyesuaian, maka selisih nilai yang didapat pada akun persediaan 

tersebut merupakan nilai penyesuaian pada transaksi tersebut. 
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c. Praktikan membuat tabel tambahan pada CaLK yang berisi nilai dari 

pendapatan atau beban penyesuaian yang terjadi sebagai informasi 

mengenai selisih yang terjadi pada nilai transaksi persediaan yang 

bersangkutan. 

4. Administrasi Korespondensi ke dalam Website DJBC  

Korespondensi atau surat-menyurat adalah kegiatan yang 

dilakukan dalam bentuk komunikasi tertulis. Dalam bisnis, kegiatan 

tersebut dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain baik 

perseorangan maupun lembaga. Bentuk administrasi korespondensi di 

DJBC salah satunya adalah penginputan surat masuk ke dalam website 

DJBC. Dalam penginputannya, Kantor Pusat DJBC sudah melakukannya 

melalui online yaitu dengan sistem Office DJBC melalui web 

office.beacukai.go.id. Praktikan mendapatkan bimbingan dari Bu Niken 

untuk menginput surat masuk melalui sistem Office DJBC dan Buku 

Agenda Surat Masuk 2019. Berikut cara Praktikan menginput surat masuk 

tersebut: 

a. Office DJBC diakses dengan username dan password staf DJBC; 

b. Pilih menu Naskah Dinas; 

c. Pilih menu Surat Masuk; 

d. Klik Input Surat Masuk; 

e. Keluar tampilan Form Rekam seperti pada lampiran 18; 

f. Praktikan isi form yang ada sesuai dengan surat yang ingin diinput. 
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Dari data surat-surat masuk yang diinput ke Office DJBC diunduh 

dalam bentuk file excel seperti pada lampiran 19, staf meminta Praktikan 

untuk memindahkan data tersebut ke Buku Agenda Surat Masuk 2019 

dalam bentuk file Excel, seperti pada lampiran 20. Buku Agenda Surat 

Masuk 2019 tersebut menjadi data untuk kelengkapan administrasi 

sekaligus menjadi data cadangan untuk surat masuk pada Subbagian 

Akuntansi dan Pelaporan. Data yang perlu diinput ke dalam Buku Agenda 

Surat Masuk 2019 sebagai berikut: 

a. Tanggal Penerimaan Surat; 

b. Asal Surat; 

c. Nomor Surat Masuk; 

d. Tanggal Surat Masuk; 

e. Perihal; 

f. Keterangan Disposisi; 

C. Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

Praktikan dalam pengerjaan tugas yang diberikan pembimbing. Berikut 

beberapa kendala yang Praktikan hadapi selama PKL: 

1. Praktikan merasa sulit untuk bisa mendapatkan tugas yang berkaitan 

dengan akuntansi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena staf sudah 

memiliki tugasnya masing-masing dan sudah dimudahkan dengan software 

yang ada. 
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2. Praktikan kesulitan untuk mengerti cara kerja aplikasi SAKTI. 

3. Praktikan beberapa kali sulit melakukan login ke salah satu satuan kerja 

melalui aplikasi SAKTI, karena pada saat yang sama operator pada satuan 

kerja tersebut sedang melakukan login juga dan aplikasi beberapa kali 

mengalami server down. 

4. Data mengenai username dan password setiap satuan kerja DJBC yang 

diberikan staf kepada Praktikan, masih ada beberapa yang tidak bisa 

digunakan untuk login aplikasi SAKTI. 

5. Praktikan kesulitan dalam mencari nilai penyesuaian karena transaksi yang 

dilakukan DJBC sangat banyak dan tidak ada sistem untuk pencarian 

sesuai kode transaksi dan akun persediaan. 

6. Dalam membuat Catatan atas Laporan Keuangan, Praktikan merasa 

kesulitan karena belum mengetahui dengan jelas kegiatan operasional 

setiap satuan kerja di lingkungan DJBC. Kegiatan operasional tersebut 

mempengaruhi penggunaan persediaan yang ada pada kantor satuan kerja 

tersebut. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dengan segala kendala yang dihadapi, Praktikan mencoba mengatasi 

kendala tersebut dengan cara: 

1. Praktikan meminta staf pada waktu senggang untuk diajarkan mengenai 

aplikasi software yang digunakan oleh DJBC dan menawarkan bantuan 

untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa Praktikan bantu kerjakan. 
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2. Dalam mempelajari aplikasi SAKTI, Praktikan bertanya pada staf untuk 

menjelaskan secara mendetail mengenai cara kerja aplikasi tersebut dan 

mempelajari buku panduan aplikasi SAKTI yang diberikan. 

3. Saat sulit melakukan login, Praktikan menunggu operator melakukan 

logout atau menghapus login history melalui mode admin sehingga 

Praktikan bisa melakukan login kembali ke aplikasi SAKTI. 

4. Praktikan bertanya kepada staf mengenai username dan password yang 

benar atau mencari melalui mode admin pada aplikasi SAKTI. 

5. Dalam mencari nilai penyesuaian, Praktikan bertanya dan dibantu 

pembimbing serta berusaha mencari lebih teliti. 

6. Praktikan bertanya dan meminta penjelasan kepada pembimbing mengenai 

tugas yang diberikan dan kegiatan operasional satuan kerja di lingkungan 

DJBC dengan rinci dan detail. 
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A. Kesimpulan 

Kemajuan teknologi memberikan tantangan besar bagi mahasiswa 

untuk bisa memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai sehingga 

tertinggal zaman atau gagap teknologi. Tidak hanya belajar melalui sekolah 

atau perguruan tinggi, tetapi juga diperlukannya pengalaman dengan terjun 

secara langsung ke perusahaan atau instansi sehingga mahasiswa dapat 

merasakan nyatanya sebuah dunia pekerjaan dan menilai kecukupan 

kemampuan yang dimiliki agar bisa bersaing dengan pesaing kerja lainnya 

yang berasal dari berbagai kalangan dan pendidikan.  

Praktikan menambah wawasan mengenai akuntansi dan 

pengalamannya melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilaksanakan selama 45 hari yang 

dimulai pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 13 September 2019. 

Praktikan ditempatkan pada Bagian Keuangan Subbagian Akuntansi dan 

Pelaporan. Praktikan dibimbing oleh staf Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 

sehingga Praktikan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan 

baik. Selama melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, Praktikan mendapat 
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gambaran Berikut beberapa ilmu baru yang didapat Praktikan selama 

melaksanakan kegiatan PKL, sebagai berikut: 

1. Praktikan mengoperasikan aplikasi yang digunakan oleh instansi 

pemerintah seperti SAKTI dan e-Rekon & LK; 

2. Praktikan dapat mengetahui cara pembuatan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) untuk Persediaan secara rinci dan dapat dipahami; 

3. Praktikan dapat mengetahui bentuk monitoring yang dilakukan Direktorat 

Jenderal dan Bea Cukai pada bagian keuangan khususnya pada barang 

persediaan; 

4. Praktikan dapat mengetahui alur sistem administrasi yang diterapkan 

Direktorat Jenderal dan Bea Cukai. 

Kegiatan PKL yang berlangsung selama 45 hari ini sangat bermanfaat 

bagi Praktikan, karena selain menambah wawasan dan pengalaman, Praktikan 

juga merasakan langsung bentuk dari dunia kerja dan mengintropeksi diri 

mengenai kecukupan kemampuan yang dimiliki Praktikan dalam menghadapi 

persaingan dunia kerja yang semakin ketat pada era kemajuan teknologi ini. 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman Praktikan selama menjalankan kegiatan 

PKL, Praktikan memiliki beberapa saran bagi mahasiswa yang akan 

menjalankan kegiatan PKL, bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

dan bagi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga dapat 
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meningkatkan kualitasnya masing-masing lebih baik. Berikut saran-saran yang 

dapat Praktikan diberikan: 

1. Bagi Peserta PKL 

a. Aktif bertanya kepada dosen dan teman mengenai kegiatan PKL agar 

bisa lebih mempersiapkan diri dalam menjalankan kegiatan PKL. 

b. Aktif bertanya kepada staf di tempat PKL jika terdapat kesulitan dalam 

mengerjakan pekerjaan yang diberikan. 

c. Mencari tempat untuk melaksanakan PKL sejak jauh-jauh hari agar 

bisa mencari tempat PKL yang cocok dengan bidang pekerjaan yang 

diinginkan. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Memberikan sosialisasi mengenai PKL dan daftar perusahaan, instansi 

dan lembaga yang bisa menerima mahasiswa untuk melaksanakan 

PKL secara universal pada awal semester 6. 

b. Dosen pembimbing lebih baik memberikan pengarahan mengenai PKL 

kepada mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan PKL. 

c. Menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, instansi dan lembaga 

agar memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat pelaksanaan 

PKL. 

3. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

a. Memberikan penugasan yang cukup dan sesuai dengan bidang yang 

sedang ditempuh dan diminati peserta PKL sehingga bisa memberikan 

wawasan baru kepada peserta PKL. 
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b. Memberikan bimbingan dan pengawasan yang lebih baik bagi peserta 

PKL sehingga peserta dapat menjalankan tugas lebih baik dan 

bertanggung jawab. 

c. Memberikan kesempatan kepada peserta PKL agar peserta dapat 

mengeksplorasi lebih dalam mengenai sistem akuntansi yang 

diterapkan pada instansi. 
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Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2: Surat Jawaban Permohonan PKL 
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Lampiran 3: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 4: Rincian Kegiatan Harian PKL 
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Lampiran 5: Penilaian PKL
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Lampiran 6: Surat Keterangan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 7: Satuan Kerja Bea dan Cukai 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari: 

1. Instansi Pusat Bea dan Cukai, yang terdiri dari: 

a. Kantor Pusat DJBC 

b. Pengelola Portal INSW 

c. Perwakilan DJBC Brussels 

d. Perwakilan DJBC Hongkong 

e. Perwakilan DJBC Singapura 

f. Perwakilan DJBC Tokyo 

2. Kantor Pelayanan Umum (KPU), yang terdiri dari: 

a. KPU BC Tipe A Tanjung Priok 

b. KPU BC Tipe B Batam 

c. KPU BC Soekarno Hatta 

3. Pangkalan Sarana Operasi (PSO), yang terdiri dari: 

a. PSO BC Tipe A Tanjung balai Karimun 

b. PSO BC Tipe B Tanjung Priok 

c. PSO BC Tipe B Batam 

d. PSO BC Tipe B Pantoloan 

e. PSO BC Tipe B Sorong 

4. Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC), yang terdiri dari: 

a. BLBC Tipe B Medan 

b. BLBC Tipe A Jakarta 

c. BLBC Tipe B Surabaya 

5. Kantor Wilayah DJBC Aceh terdiri dari 5 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP C Sabang 

b. KPPBC TMP C Banda Aceh 

c. KPPBC TMP C Meulaboh 
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d. KPPBC TMP C Lhokseumawe 

e. KPPBC TMP C Kuala Langsa 

6. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terdiri dari 7 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP Belawan 

b. KPPBC TMP B Medan 

c. KPPBC TMP C Pematang Siantar 

d. KPPBC TMP C Sibolga 

e. KPPBC TMP CTeluk Nibung 

f. KPPBC TMP C Kuala Tanjung 

g. KPPBC TMP B Kuala Namu 

7. Kantor Wilayah DJBC Riau terdiri dari 4 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP B Pekanbaru 

b. KPPBC TMP B Dumai 

c. KPPBC TMP C Tembilahan 

d. KPPBC TMP C Bengkalis 

8. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau terdiri dari 2 KPPBC, 

yaitu: 

a. KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun 

b. KPPBC TMP B Tanjung Pinang 

9. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur terdiri dari 4 KPPBC, 

yaitu: 

a. KPPBC TMP B Palembang 

b. KPPBC TMP B Jambi 

c. KPPBC TMP C Pangkal Pinang 

d. KPPBC TMP C Tanjung Pandan 

10. Kantor Wilayah DJBC Banten terdiri dari 2 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP Merak 

b. KPPBC TMP A Tangerang
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11. Kantor Wilayah DJBC Jakarta terdiri dari 3 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP A Marunda 

b. KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru 

c. KPPBC Jakarta 

12. Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat terdiri dari 7 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP A Bekasi 

b. KPPBC TMP A Bogor 

c. KPPBC TMP A Purwakarta 

d. KPPBC TMP A Bandung 

e. KPPBC TMP C Cirebon 

f. KPPBC TMP C Tasikmalaya 

g. KPPBC TMP Cikarang 

13. Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY terdiri dari 9 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP Tanjung Emas 

b. KPPBC TMC Kudus 

c. KPPBC TMP B Surakarta 

d. KPPBC TMP C Cilacap 

e. KPPBC TMP C Purwokerto 

f. KPPBC TMP C Tegal 

g. KPPBC TMP A Semarang 

h. KPPBC TMP B Yogyakarta 

i. KPPBC TMP C Magelang 

14. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I terdiri dari 7 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP Tanjung Perak 

b. KPPBC TMP A Pasuruan 

c. KPPBC TMP Juanda 

d. KPPBC TMP B Gresik 
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e. KPPBC TMP C Madura 

f. KPPBC TMP C Bojonegoro 

g. KPPBC TMP B Sidoarjo 

15. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II terdiri dari 7 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMC Malang 

b. KPPBC TMC Kediri 

c. KPPBC TMP C Blitar 

d. KPPBC TMP C Madiun 

e. KPPBC TMP C Banyuwangi 

f. KPPBC TMP C Probolinggo 

g. KPPBC TMP C Jember 

16. Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT terdiri dari 7 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP Ngurah Rai 

b. KPPBC TMP A Denpasar 

c. KPPBC TMP C Mataram 

d. KPPBC TMP C Sumbawa 

e. KPPBC TMP C Kupang 

f. KPPBC TMP B Atambua 

g. KPPBC TMP C Maumere 

17. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat terdiri dari 6 KPPBC, 

yaitu: 

a. KPPBC TMP B Pontianak 

b. KPPBC TMP C Entikong 

c. KPPBC TMP C Nanga Badau 

d. KPPBC TMP C Sintete 

e. KPPBC TMP C Ketapang 

f. KPPBC TMP C Jagoi Babang 
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18. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdiri dari 6 KPPBC, 

yaitu: 

a. KPPBC TMP B Balikpapan 

b. KPPBC TMP B Samarinda 

c. KPPBC TMP C Bontang 

d. KPPBC TMP C Sangatta 

e. KPPBC TMP B Tarakan 

f. KPPBC TMP C Nunukan 

19. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan terdiri dari 4 KPPBC, 

yaitu: 

a. KPPBC TMP B Makassar 

b. KPPBC TMP C Pare-Pare 

c. KPPBC TMP C Malili 

d. KPPBC TMP C Kendari 

20. Kantor Wilayah DJBC Maluku terdiri dari 3 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP C Ambon 

b. KPPBC TMP C Tual 

c. KPPBC TMP C Ternate 

21. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat terdiri dari 3 KPPBC, 

yaitu: 

a. KPPBC TMP B Teluk Bayur 

b. KPPBC TMP C Bengkulu 

c. KPPBC TMP B Bandar Lampung 

22. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan terdiri dari 5 KPPBC, 

yaitu: 

a. KPPBC TMP B Banjarmasin 

b. KPPBC TMP C Sampit 

c. KPPBC TMP C Pangkalan Bun 
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d. KPPBC TMP C Pulang Pisau 

e. KPPBC TMP C Kotabaru 

23. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara terdiri dari 6 KPPBC, yaitu:  

a. KPPBC TMP C Pantoloan 

b. KPPBC TMP C Morowali 

c. KPPBC TMP C Luwuk 

d. KPPBC TMP C Bitung 

e. KPPBC TMP C Manado 

f. KPPBC TMP C Gorontalo 

24. Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua terdiri dari 7 KPPBC, yaitu: 

a. KPPBC TMP C Sorong 

b. KPPBC TMP C Manokwari 

c. KPPBC TMP C Babo 

d. KPPBC TMP C Jayapura 

e. KPPBC TMP C Amamapare 

f. KPPBC TMP C Biak 

g. KPPBC TMP C Merauke 
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Lampiran 8: Struktur Organisasi DJBC 
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Lampiran 9: Proses Memperoleh Data Persediaan Satuan Kerja DJBC 
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Lampiran 10: Rekapan Data Persediaan Satuan Kerja DJBC 
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Lampiran 11: Bentuk CaLK untuk Persediaan 
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Lampiran 12: Tampilan e-Rekon & LK 
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Lampiran 13: Tampilan Menu Transfer Keluar/Masuk 
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Lampiran 14: Monitoring Jurnal untuk Membuat CaLK 
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Lampiran 15: Melihat Transaksi Persediaan melalui Operator Persediaan 
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Lampiran 16: Membuat Rincian Barang Persediaan untuk CaLK 

1. Rincian Persediaan Barang Konsumsi untuk Transaksi Reklasifikasi dari Aset 

No
Na m a  S a tu a n  

Ke rja
Na m a  Ba ra n g S a tu a n Ku a n tita s

Ha rg a  

S a tu a n
Ju m la h

1 K P P B C M orowali K ipas  Laptop B uah 5 71.500    357.500    

2 K P P B C M orowali Router W ifi B uah 2 701.250  1 .402.500  

3 K P P B C M orowali Router W ifi B uah 1 605.000  605.000    

4 K P P B C S am pit S w itc h P rin ter B uah 2 70.000    140.000    

5 K P P B C S am pit K abel Lan B uah 1 230.000  230.000    

6 K P P B C S am pit K abel US B B uah 2 62.500    125.000    

7 K P P B C S am pit Cutter B uah 2 60.000    120.000    

8 K P P B C S am pit O rdner B es ar B uah 100 15.000    1 .500.000  

9 K P P B C S am pit
P endapatan P eny es uaian N ila i 

P ers ediaan
- - - 525.000    

10 K P P B C S am pit B eban P eny es uaian N ila i P ers ediaan - - - 240.000-    

4.765.000  JUM L AH

 

2. Rincian Persediaan Amunisi untuk Transaksi Transfer Masuk 

No Na m a  S a tu a n  Ke rja Na m a  Ba ra n g S a tu a n Ku a n tita s
Ha rg a  

S a tu a n
Ju m la h

1 K P P B C M ataram P eluru Tajam  P -3A  K aliber 32 B ut ir 1 .000     12.925  12.925.000 

2 K P P B C M ataram P eluru Tajam  S B C-1 K aliber 222 B ut ir 500        5 .830    2 .915.000   

3 K P P B C B anjarm as in A m unis i K aliber 32 (M U15-TJ) (P 2) B ut ir 1 .000     12.925  12.925.000 

4 K P P B C B anjarm as in A m unis i K aliber 222 TJ (P 2) B ut ir 1 .000     5 .830    5 .830.000   

5 K P P B C Y ogy ak arta P eluru Tajam  P is to l 32 TJ buah 1.000     12.925  12.925.000 

6 K P P B C Y ogy ak arta P eluru Tajam  S enapan 222 TJ buah 2.000     5 .830    11.660.000 

7 K P P B C Y ogy ak arta
P endapatan peny es uaian n ila i 

pers ediaan
- - - 457.050      

59.637.050 JUM L AH
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Lampiran 17: Data Transaksi Persediaan yang Diambil dari e-Rekon & LK 
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Lampiran 18: Menginput Surat Masuk di office.beacukai.go.id 
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Lampiran 19: Data Surat Masuk dari Sistem office.beacukai.go.id 
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Lampiran 20: Penginputan Data Surat Masuk ke Buku Agenda Surat Masuk 
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Lampiran 21: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 

 


